52

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan peran BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahaya diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023. BBPOM telah melaksanakan pengawasan dengan benar, dibuktikan dengan penelitian penulis dari beberapa Toko Kosmetik yang ada di Kota Padang bahwa tidak ditemukannya produk kosmetik yang berbahaya. Ada 2 (dua) bentuk pengawasan kosmetik oleh BBPOM Padang yaitu berupa pengawasan pre-market (sebelum diedarkan) dan post-market (setelah diedarkan). Bentuk pengawasan pre-market oleh BBPOM Padang yaitu pemeriksaan teknisi terhadap sarana industri/produksi yang mengajukan permohonan notifikasi produknya ke website BPOM Pusat untuk dikeluarkan izin edar. Sedangkan pengawasan post-market dilakukan oleh BBPOM Padang berupa sampling dan uji laboratorium, pemeriksaan sarana  produksi/industri dan distribusi kosmetik, serta pengawasan label dan iklan kosmetik.

2. Faktor mengapa masih ditemukannya kosmetik berbahaya / illegal adalah dari konsumen sendiri yang ingin mendapatkan harga murah dan efek yang cepat pada kulit, faktor terpengaruh iklan menyesatkan, faktor ketidaktahuan masyarakat pada izin edar asli dan izin edar yang palsu.

B. Saran
1. Disarankan kepada Pihak BBPOM Padang lebih giat dalam upaya mensosialisasikan tentang produk kosmetik yang berbahaya kepada masyarakat baik kepada penjual maupun konsumen. Pihak BBPOM juga harus meningkatkan pengawasan pada distributor ataupun penjual kosmetik di toko/kedai kecil, serta pihak BBPOM diharapkan juga untuk dapat menerapkan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha, hal ini agar memberi efek jera kepada pelaku usaha. 
2. Disarankan kepada pelaku usaha agar lebih jujur dalam menjual produk kosmetik yang hanya mendapatkan izin edar dari BPOM, serta memberikan informasi yang jelas atas produk yang diedarkan.
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